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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka penulis 

menarik beberapa simpulan sebagai berikut :  

1. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 

yang di laksanakan Pemerintah Kepada Pedagang Kaki Lima Tidak 

Efektif hal ini dapat di lihat dari Kurangnya Komunikasi antara 

Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Kota  Kupang,  Satuan  Polisi  

Pamong  Praja  Kota  Kupang  dan  Lurah Kelurahan  LLBK  dengan  

pedagang  kaki lima, hal itu  di buktikan  dengan  banyaknya  

pedagang  kaki  lima  yang  masih berjualan  di tempat  yang  di 

larang Pasal 2 ayat (2) Perda No 56 Tahun 2002  seperti  di  badan  

jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal,dan tempat 

parker, walaupun di tetapkan dengan Keputusan Walikota, ada juga 

beberapa pedagang kaki lima yang belum paham dengan Pasal 2 

ayat  (2) Peraturan  Daerah Nomor  56  Tahun  2002, ini di karenakan  

Pemerintah sendiri jarang melakukan upaya sosialisasi terhadap 

PKL di Kota Kupang terkait peraturan dan Pembinaan menurut pasal 

2 ayat 2 Perda No 56 tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha 

dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang, hal ini 

menimbulkan Kurangnya pemahaman Karena kurangnya sosialisasi 

dan Pembinaan yang Layak. Banyak PKL di Kota Kupang mungkin 
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tidak sepenuhnya memahami ketentuan, manfaat, dan konsekuensi 

peraturan yang berlaku, ini juga dapat menyebabkan  ketidakpatuhan 

dan pelanggaran yang tidak di sengaja. Kurangnya sosialisasi dan 

Pembinaan juga dapat berdampak negatif pada hubungan antara 

pemerintah Kota Kupang dan PKL. Para PKL mungkin merasa tidak 

di dengarkan atau tidak terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan terkait peraturan tersebut. Hal ini juga akan berdampak 

pada kurangnya Pengetahuan di masyarakat setempat.  

2. Terkait merelokasi para Pedagang kaki Lima ke tempat yang di 

peruntukan, pemerintah juga sudah melaksanakannya  namun, para 

pedagang tetap beroperasi di tempat yang tidak di peruntukan, hal 

ini  di karenakan lokasi yang tidak di peruntukan tersebut selalu 

ramai pembeli dan tidak adanya konflik kepentingan lahan, Standar 

operasional prosedur (SOP) dan penyebaran  tanggung  jawab dalam 

Penataan  Pedagang  Kaki  Lima di  Kota  Kupang juga  sudah  di 

terapkan,  akan  tetapi  masih  banyak  pedagang  kaki  lima  yang  

tidak Paham tentang Perda ini yang telah di terapkan, selain itu 

instansi terkait yang bertanggungjawab terkait penerapan Perda ini 

kurang tegas dalam  Melaksanakan Penerapan terkait Pasal 2 ayat 

(2) Peraturan  daerah  Kota Kupang  Nomor  56  Tahun  2002  

tentang  Pengaturan  Tempat  Usaha  dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima. Untuk itu sebagaimana di kemukakan Jhon  Michael Otto 

tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat di capai jika 
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substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun 

Bedasarkan Hasil Penelitian di temukan jawaban bahwa Pemerintah 

Kota Kupang dalam menerapkan peraturan daerah ini, Tidak sesuai 

dengan kebutuhan Masyarakat khususnya para Pedagang Kaki 

Lima. Dalam Perda No 56 Tahun 2002 khususnya pada pasal 2 ayat 

(2), Pemerintah setempat hanya mengatur tentang larangan untuk 

tidak berjualan di badan jalan, drainase, emperan  toko, trotoar, 

halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak di 

tetapkan dengan keputusan Walikota,1 namun Pemerintah setempat 

tidak memberikan tempat Relokasi yang layak dan aman untuk para 

PKL, sehingga para pedagang kaki lima di kelurahan LLBK sangat 

bebas dalam memakai ruang publik untuk beroperasi, 

Dalam hal ini jika di kaitkan dengan teori Kepastian hukum 

yang di kemukakan John  Michael Otto,  Maka Kepastian hukum itu 

di dalam Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda tersebut haruslah  tersedia 

aturan-aturan hokum yang jelas dan konsisten, di karenakan karena  

Peraturan/Kebijakan sangat memiliki peranan dan fungsi sangat 

vital dan strategis dalam menjalankan Penerapan Perda Tersebut. 

Soejono Soekanto juga menjelaskan efektif atau tidaknya suatu 

hukum yang di tentukan oleh 5 faktor, yaitu Faktor Hukumnya 

sendiri, Faktor Penegak Hukumnya, Faktor sarana dan Fasilitas, dan 

Faktor kebudayaan, bedasarkan hasil Penelitian di temukan jawaban 

                                                             
1 Perda  Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota 

Kupang.hlm,3. 
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bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam menerapkan Pasal 2 ayat (2) 

Perda No 56 Tahun 2002, Tidak sesuai dengan kebutuhan 

Masyarakat khususnya kepada para Pedagang Kaki Lima. Hal ini 

tentu saja berlawanan dengan teori efektivitas Hukum yang di 

kemukakakan oleh Soejono Soekanto yaitu, Faktor Hukumnya 

sendiri, dan Faktor Penegak Hukumnya. 

5.2. SARAN 

Setelah  melihat  dan  menganalisis  hasil  penelitian  di  atas,  maka 

sebagai rekomendasi penulis menyarankan sebagai berikut :    

1. Pihak Pemerintah Kota Kupang harus menyelenggarakan pertemuan 

rutin antara pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Kupang, Pol PP Kota Kupang, Kelurahan LLBK, dan Perwakilan 

PKL. Pertemuan ini dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, 

saling mendengarkan  masalah dan kebutuhan masing-masing pihak, 

serta membahas isu-isu yang efektif dan selajan dengan apa yang 

ada di lapangan terkait Penerapan Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 Tahun 

2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang  Juga perlu 

meningkatkan upaya sosialisasi dan Pembinaan mengenai 

Penerapan Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 Tahun 2002 tentang 

Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 

Kota Kupang  kepada PKL dan masyarakat secara luas. Sosialisasi 

dan Pembinaan ini harus di lakukan secara teratur dan melibatkan 
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berbagai pihak terkait, seperti Masyarakat setempat,dan  komunitas 

PKL. Penjelasan yang jelas tentang  manfaat, ketentuan, dan 

konsekuensi dari peraturan tersebut harus di berikan kepada PKL, 

sehingga dapat  membangun  komunikasi  yang  baik  antara  Pihak 

Pemerintah  dan  para  pedagang  kaki  lima  dengan  itu  hubungan  

antara  pemerintah  dan  masyarakat  khususnya PKL dapat terjalin 

dengan baik. 

2. Pemerintah  Kota Kupang dapat  membuat  tempat  relokasi  yang  

efektif dan strategis  bagi  para pedagang kaki lima sehingga mereka 

dapat berjualan dengan nyaman sehingga  dapat  mengatasi  

persoalan  pedagang  kaki  lima di  Kota Kupang dan Keefektifitas 

dari Penerapan Pasal 2 ayat (2)  Peraturan  Daerah  Kota Kupang  

Nomor 56 Tahun  2002  Tentang  Pengaturan  Tempat Usaha dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima tetap berjalan dengan semestinya. 

Pemerintah Kota Kupang  melalui  instansi  terkait  dengan  

Peraturan Daerah  tersebut  harus  tegas  dalam  menjalankan  

Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda ini  sesuai  dengan  isi  Peraturan  

Daerah  Kota  Kupang  Nomor  56 Tahun  2002  Tentang  Pengaturan  

Tempat  Usaha  dan  Pembinaan Pedagang  Kaki  Lima  agar Perda 

tersebut dapat berpengaruh efektif  bagi  Para Pedagang Kaki Lima 

tersebut. 
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